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ABSTRACT

This research imvestigaies the influence of Hhe roles internal awdit fimcrion on the
efficiency of the locul goverriment finarcial monagement,  Arect research are focal
government af’ Semarang Cloe

Tﬁfsresmrnhirmam{ﬂmabﬂﬂwfmmmeymﬂhadmdm
experimenially. This research foke sample with purposive sampling method. Analyais
method used In this research 18 regretion method

Based an the resuli of hypothesis fest use regrefion analyss with (-rest showed
thar are significont ffecks the roles of internal audit function 1o the efficiency of the local

government financidl manogement
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I PENDAHULDAN

Otonomi daerzh herus disadar sebagai suaty ransformasi paradigma. dalem
penvelenggaram petnbangunen dan pemerinshan di daereh, dimma Pemerintah
Dacrah (Pemds) memilild otovomi yang tebih huss vowk mengelola sumber-amiber
ekonomin daersh secara mumwdini dan bertangpungjawab, vang hasilmya dicrisntasikan
yoink meningkaiken Fesejahterann masyatakat di deerah. Transformesi paradigma
dalam hal ini terdetsk pade aspek zkamisbilfies Pemds dalam rangka mengelola
sutber-sumber ekonomis yang semwle bersifsr akuntabilites vemikal (kepada
Panerintah Atngan) mesjadi akumtzbilites korisenmt {kepada masyarsket di dacrmb),
Perubshan ini menvmtut mcksmisme akuntabilites dari mansjemen Pemds kepada
masyarakat di dscrah sclaku pemberi mandat yang dalam pelaksanammyzn divakill
algh Dewan Perwakilan Kakyat Dacrah {Mandizsmo, 1999),

Akunleblites pada dasamys mencekup pertanggungjawaban dan evaluasi
kineria Pemda delam pengelolaen sumber-sumber ekomomis {LAN, 2008). Kinerja
Pemde dalam hal ini dinilzi berdasarkan keswandirian dan kemampusnmya imbak
memperoleh, memiliki, memelitara dan memanfamkan keterbaiasan susmber-smnber
ekotomis daerah secara ehonomis, efishen, den efeldif untuk sememuhi seakaz-luasys
kehuhthan masyarskat (Ditjen Otda, 2002),

Pengelolaan sumber-sumber ekomomis erat kaitannyn dengap pengetolaan
kemangan decrsh  yang merupakan  aspek  penting  dalam  pemyelenggarasn
pembangunan dan pemerintahan. Fengelolaan keuangan deerah menunut PP. 1052000
dan Kepmendagri MNo29/2002 mencalup skiivitss: pengengpamn, pelaksansan

. anggara, pertangrungiavaban, dan pengawasan,
‘Ditctaplannya  Persturan  Pemetintgh Nomor 105 Tabem 2000 tontang

“Pengelolasn dan Perangpungjawaban Kewangan Dacrab™ yaoy dijabarkan dengan



Kepmendagri Neo.29 Tabun 2007 tentang “Pedoman Pengurusan, Pertanggungj#waban
dan Pengawzsan Kevangan Dasch seria Taincar Penyusman Angipran Pendapatan
dan Bealania Dacveh, Pelaksanasn Tate ifzaha Keusngan Daciah dan Pemynsuman
Perhitregan Anpparn Pendapstan dan Belanjz Prasrah™, dan lehimys Undmg-Undang
No.17 Tahun 2003 tentang “Kenangan Megars”, sata Undang-undang No,1 Talmm
2004 tentang “Pecbondaharaan Negus™ makn peratuan-perstaran yang dijadikan
dnmrddammalakmmkmadmhﬂﬁmikeummdﬂﬂ;ﬂhmhmuhﬁﬁd&khﬁﬂuhgi.
Sistem administrasi kepangan pemerintsh yang diterapkan selams ind kurang
memenuhi asae trandparunsi, skonrabilites, komparabilitas, rkurat, dapat dipercaya,
din mudeh dimengerti (Tigen Ouda, 2002,

Tercipianya sistem pengelolaan keusngsn daersh veng efifen merupakan
tuniutan setipp Pemde ymiuk dapat mencapai kinerja yang oplimal dalam pengelolaan
sumber-sumber chonotds dacrah. Efisiensi dem efeltivitas pengeloiaan keumngsn
daerah ﬂlpmgm&u olch kemmmpusn Pemda delam melaksapslon meksnisme
manzjemen yaog bermmpo pada dua dimensi penting, yeitu . perspcanaan dan
penpendstipn, Penetapan anggaran daerab mervpakat hasil mekenizme perencaisn
keuangan doersh, sedang pelaksanaan das pengawassn anggaran daecsh merupaksn
hasit mwekenisme penpendetian keuwangan daersh (Abdnl Hzlim, 2001). Kedua
mekanizme tersebat harus slalu dupsyikan agir dapat teriaksana secara efisien dan
efeklif,

Dalam rangks mewwjudian tats kelola pemerintshan yang baik (good
governenee), dipechican partisipasi sktif pejzbat penpelola keuangan dacrah dalam
meningkatkan frapsparnsi dan akamtsbittas pengelolaan keuangan daerah Upaya
untik meningkatan -transparansi dan nhmtanhlhtas, diperdukan bexbagai aturan

pelaksanaan yang mudah dipedomani datam peagelolaan kensngan daerah,



Kensep-konsep bam yeng diperkenalken dalem persturap-perbrm ban,
secara kongepsi den filosofi belum banyak dipshami oleh pars penyelenggar
mmutm.mmammmamﬁmmmkm
mempuyai persepsi bahwra paket peratwan pernndangan tentang otonow dacrah dan
ptandar akuntanst pemerintthas yaog dikeluarkan pemerintah pusat terkesan dibuat
tesgesa-gesn fidak nda kordimast ditingket pemerintsh pusat daiam membuat dan
menetapkar peraturan pelakagnsan pads tingkat operasional yang lebfh rendah.

Masing-masiss, pejabat pengelola kenangan dasrsh mespunyai persepsi yang
berbeda-bedz aas peterapan peraturmn-persiuran bae  dan kebijaken akv{ansi
pemerintak Emunmaadn}rang.mﬁmlmn bahwupemhahmtﬂwhﬁﬂ:an
menimbulkan ancanes terhadap rese aman, babkmn dapat mengricam kdanpampan
keshidokannya

Sumberdays manusia di deersh pada umemmya behan siap dan kurang
mempunyai pengetabpan dan  pemahaman  yeng memedai tentang  reformast
pengelolsan keuangan daerah (Ditjen Otda, 2002} Mereka sudah merasa enak dan
enjoy denigan sistem lama yeng pelama ini dijalanien, walapm latdasn filorofinge
kurang dipahami. Ei_su:m pengelolzan keuangan daevah yang selame ini dijalankan
sndah melekat datam fugas dan tanggungjaweb setiap penpelola kenamgan dasxah di
setiap nnit kexja.

4 sisl lain, vk mewwjudkan efisiensi penpelolaan kenanpan daerah, perlu
adaiva peningkeian peran {ongzi apast ponciksa n_mgﬂinnal_pemerintah. di
lingkungan pemerintzh daerah (Mardigsmo, 2002) Funge apamst pemeriksa
fimgsional melaksanakan fingsi pemmksam mbern [imtermel awditing) yang

merupakas suaty fupsi penilsian yang independen dalam sustn organisasi wmiuk



mengyji den mengevaluzsi kegiaten organisasi yang dilakukan (Boynion, 2005 ICAA
1994, dan Jomes, 1990)

Selmna ini ada angpapan baliwa aperat pereriksa fungrional menpakzn salah
satn pihak yang terlibat dalam dmsus KEN di Indonesia (Gandi, 2000). Pemerintah
daerah merssg tecdalu banyak sudit yeng dilaiwkan yang meropakan tnpang tindih
audit financial veng dilakuken olch aparst pemeriksa fimgsional mtern mavpun
ekstern. Tumpang tindib tersebut telsh begjalan bertshun-tehun dan terus-rnenerus
cchingga owdifee Iehih merasaksnnya sebapai beban daripada bantuan dalam
pelaksanant mmgienen pemerintah, Disamping i, aparat pemeriksa fingsional
pemerinigh i dacrab dalam melakspnakan fugasnya soing megalani hembatan-
hambatan misalnya adanya budaya ewub pakewuh,

Berdasarkan wian di mula penolis tertark sk melaknkan penelitian
torteng “Pengrouh Peran Fungsl Pemeriksasn Intern Terhadnp Efisicnsi Penpelotaan
Keuangan Daerah {Survei pada Pemda Kota Semarang)”. Dipilibays Pemds Kota
Semarang schagai Jokasi penclitian karena Fote Semarang merupikan salah satu
pemda yang telsh menerapkan anggaran kinetia dm peryusinan laporan keuangan.

Rerdasarkan wraian pada pendahvinan, mzsalab penelitian Jirpmnskan sebagal

berdkut ©: Schetapa besar pengeruah peran fungsi pemeriksaan inlern terhadap efiziensi
petigelokamn kevangan dasrahTerhadap Efisicns Pengelolaan Kenangan Deeral

n TINJAPAN PUSTAKA

Teori yang mendasari pendlitian adalah Proguect Theory. Prospect Theary,
tmﬁi:ﬁdipalnpuri oleh Kahneman dan Tversky (dalam Gudono, 1998). Secam garis
besar teori ind mengatakan bahwa ﬁmgm wiilitas manmsia dalam menghadap pitihan

yang menguntunpien berbemuk cembung, scdangkun dalamn menghadapi paliban yang





